BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa diperlukan
manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Tanah merupakan kebutuhan manusia
yang mendasar serta merupakan salah satu peranan penting dalam kebutuhan
manusia. Tanah berfungsi sebagai tempat mendirikan bangunan seperti
pemukiman, tempat usaha, pendidikan atau sarana dan prasana lainnya, juga
tempat untuk bercocok tanam atau faktor produksi seperti lahan pertanian.' Tanah
dapat dinilai pula sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen karena
memberikan suatu kemantapan untuk dicadangkan sebagai investasi bagi
kehidupan manusia dimasa mendatang.

Di Indonesia diatur bahwa, bumi, air beserta kekayaan alam Indonesia
dikuasai oleh Negara dan hal tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Indonesia. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun
1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki luas wilayah berdasarkan
Badan Pusat Statistik (BPS) yakni seluas 1.916.862,20km>* Tanah yang tersedia

dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, dengan

' Suardi, Hukum Agraria, (Jakarta: Badan Penerbit IBLM), hal 1
2 Badan Pusat Statistik, Jumlah dan distribusi Penduduk, dalam https://www.bps.go.id/ diakses
pada 1 Oktober 2019 Pukul 20:33 wib




memanfaatkannya sebagai tempat mendirikan bangunan seperti tempat tinggal
ataupun untuk bercocok tanam atau faktor produksi. Manusia memanfaatkan
tanah yang paling utama untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti tempat
tinggal, juga untuk kebutuhan faktor produksi. Dengan pemanfaatan ini, manusia
membutuhkan lahan yang tersedia demi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan
berjalannya waktu peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang pesat
menjadikan kebutuhan tempat tinggalpun semakin meningkat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia
pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencangkup mereka
yang bertempat tinggal didaerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa atau
49,79% dan didaerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa atau 50,21%. Dengan
banyaknya jumlah penduduk di Indonesia ini, dibutuhkan pula banyaknya lahan
untuk tempat tinggal yang berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan
penduduk Indonesia pada hasil SP2010 memperlihatkan rumah tangga yang
menempati rumah milik sendiri sebesar 77,70%. Dari angka tersebut, 55,28%
diantaranya telah memiliki bukti hukum yang kuat, yaitu memiliki sertipikat hak
milik (SHM) baik itu atas nama anggota rumah tangga ataupun bukan atas nama
anggota rumah tangga.

Mengingat begitu pentingnya tanah maka perlu diatur oleh pemerintah.
Tanah merupakan modal dasar pembangunan. Masyarakat pada umumnya
menggantungkan kehidupan pada manfaat tanah dan memiliki hubungan bersifat
abadi dengan Negara dan rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum

keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor



5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang
merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Tanah di Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia tetapi oleh Negara
diatur pemenuhan hak dan kesejahteraan rakyat yang dapat dimiliki berupa hak
milik ataupun bersama-sama. Tanah sebagai hak dasar setiap orang
keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terdapat
dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum.”
Setiap orang atau badan hukum bisa memanfaatkan tanah serta mempunyai hak
atas tanah yang dijamin oleh Negara. Hak atas tanah merupakan hak yang
diterima oleh perseorangan atau badan hukum. Hak atas tanah memberikan
wewenang kepada pemilik untuk mempergunakan tanah yang dimilikinya
berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang
mengatakan bahwa atas dasar -hak menguasai dari Negara, perseorangan ataupun
bersama-sama dengan orang-lain atau badan-badan hukum dapat memiliki hak

menguasai tersebut.* Bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah, hak

atas tanah dapat diberikan pada perseorangan baik warga Negara Indonesia

> UUPA Pasal 4 ayat (1)
* Hasan Wargakusumah, Hukum Agrarial: Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1995), hal. 67



maupun warga Negara asing, sekolompok orang secara bersama-sama dan badan
hukum baik badan hukum privat ataupun badan hukum publik.’

Hak milik merupakan hak yang turun menurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6.°
Berdasarkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA diatur mengenai
ketentuan hak milik, dalam Pasal 20 dikatakan bahwa, “Hak milik adalah turun
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Turun
temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya
masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia maka dapat dilanjutkan oleh
ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat
artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah
lainnya, yang tidak mempunyai batas waktu tertentu dan mudah dipertahankan
dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas
tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas dibandingkan dengan
hak atas tanah lainnya, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak
berinduk pada hak atas tanah yang'lain dan penggunaan tanahnya lebih luas
dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya.’

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan
kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain atas
bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut, yang hampir sama dengan

kewenangan Negara untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya.

> Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005), hal.87

® Hasan Wargakusumah, Op. Ci., hal. 68

7 Ibid, hal 90-91



Hak atas tanah yang dimiliki seseorang dapat beralih atau berpindah kepada pihak
lain. Beralih artinya berpindahnya hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak
lain karena suatu peristiwa hukum, beralihnya hak atas tanah karena peristiwa
hukum misalnya seperti kematian. Sedangkan berpindahnya hak yaitu
berpindahnya suatu hak atas tanah dari pemilik sebelumnya kepada pihak lain
seperti jual beli, lelang, dan tukar menukar. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) yang
berbunyi:

“ Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak

milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”
Pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan dengan jual beli. Pemindahan hak atas
tanah karena jual beli merupakan perbuatan hukum berpindahnya hak atas tanah
dari pemilik atas tanah kepada pihak lain untuk selamanya dengan pembeli
memberikan pembayaran dan penjual menerima pembayaran atas harga jual dari
hak atas tanah tersebut. Pemindahan hak atas tanah karena jual beli dapat dibuat
oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk memudahkan
rakyat melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah, dalam keadaan
tertentu yang ditentukan oleh Menteri, yaitu di daerah-daerah terpencil dan belum
ditunjuk PPAT sementara, pemindahan hak atas bidang tanah hak milik dapat
dilakukan warga Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh

PPAT, namun yang menurut Kapala Kantor Pertanahan tersebut kadar

kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak seperti akta



dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perbuatan
pemindahan hak yang dikuatkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.®

Tanah yang telah dibeli oleh seseorang berdasarkan itikat baik
mendapatkan hak yang terpenuh terhadap tanah yang dimilikinya. Seseorang yang
memiliki hak atas tanah dapat pula menjual karena ia berhak atas tanah yang ia
miliki, namun apabila seseorang yang bukan merupakan pemilik atau tidak berhak
untuk menjual sebidang tanah yang bukan miliknya tidak dapat menjualnya.

Seperti dalam perkara perbuatan melawan hukum antara Sahdan (selaku
penggugat) dengan Ike Ratna Wulan (selaku Tergugat I), Nanang Abdul Mukti
(selaku Tergugat II), Samah (selaku Tergugat III), serta Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok  Tengah (selaku Turut Tergugat). Pada awalnya Sahdan
memiliki sebidang tanah ladang seluas 2.544m” yang terletak di Dusun Mong I,
Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang diperolehnya dari
Samah melalui jual beli dengan akta dibawah tangan berupa surat pernyataan jual
beli tanggal 14 April 2006 seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang
diketahui oleh Kepala Desa Kuta Regno 51/1V/2006.

Tanah yang dimiliki Samah tersebut baik oleh Sahdan ataupun Samah
selaku penjual atau pemilik tanah sebelumnya tidak pernah dimohonkan
pendaftaran tanah dan tanah tersebut secara administrative masih terdaftar dan
tercatat dalam buku “C” dikantor Dinas luar TK 1. IPEDA atau Kantor Pelayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Mataram. Pada bulan November 2015 ketika Sahdan

(selaku Penggugat) ingin melakukan pendaftaran tanah yang dibelinya dari Samah

¥ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia “Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, isi dan Pelaksanaannya Jilid 1, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), hal. 507



(selaku Tergugat III) dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum serta
mendaftarkan sertifikat. Namun, ketika hendak mendaftarkan Sahdan (selaku
Penggugat) mendapat penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
(selaku Turut Tergugat) bahwa tanah tersebut telah diajukan pendaftaran sertifikat
oleh Tke Ratna Wulan (selaku Tergugat 1) melalui permohonan Nanang Abdul
Mukti (selaku Tergugat II). Sahdan telah menelusuri bahwa ternyata tanah
tersebut telah dijual lagi oleh Samah (selaku Tergugat III) kepada Ike Ratna
Waulan (Tergugat I) dan Nanang Abdul Mukti (selaku Tergugat 11).

Berdasarkan Fakta tersebut, Sahdan menggugat Ike Ratna Wulan, Nanang
Abdul Mukti, Samah, Serta Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ke
Pengadilan Negeri Praya atas gugatan perbuatan melawan hukum. Mejelis hakim
menolak gugatan Sahdan (selaku Penggugat). Pengadilan Negeri Praya
berpendapat bahwa Sahdan (selaku Penggugat) tidak dapat membuktikan
gugatannya atas kepemilikan objek sengketa dan menyatakan tanah objek
sengketa adalah sah milik Nanang Abdul Mukti. Namun, Sahdan (selaku
Penggugat) tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Praya, sehingga
Sahdan mengajukan banding. Sahdan menyatakan bahwa tanah objek sengketa
merupakan milik Sahdan yang diperoleh dari Samah dan menyatakan Samah
melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual kembali objek
sengketa dan menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Ike Ratna Wulan
dan Nanang Abdul Mukti ataupun pihak ketiga lainnya tanpa alas hak dan batal
demi hukum. Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pada tingkat

banding memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya dan



menyatakan bahwa jual beli terhadap sengketa tanah antara Samah (selaku
Tergugat III) dengan Sahdan (selaku Penggugat) tersebut sah dan jual beli yang
dilakukan Samah (Tergugat III) dengan Ike Ratna Wulan (Tergugat I) dan Nanang
Abdul Mukti (Tegugat II) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga jual
beli yang kedua kalinya tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Ike
Ratna Wulan (Tergugat I), Nanang Abdul Mukti (Tergugat II) serta Samah
(Tergugat III) tidak puas dan mengajukan kasasi. Mahkamah Agung permohonan
kasasi para pemohon. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan
Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan tidak salah menerapkan hukum, dan
mengabulkan sebagian gugatan Sahdan serta menghukum para pemohon kasasi
(para Tergugat/para Terbanding) untuk membayar Rp.500.000 (limaratus ribu
rupiah).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan
mengangkat sebagai karya ilmiah dengan judul “JUAL BELI HAK MILIK

ATAS TANAH TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK TANAH”

1. 2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana akibat hukum jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan
tanpa sepengetahuan pemilik tanah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa jual beli hak milik atas tanah tanpa

sepengetahuan pemilik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor

1979 K/Pdt/2019?



1.3 Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulis merupakan pencerminan arah dan penjabaran
strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan
yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian
dirumuskanlah tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum jual beli hak milik atas
tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik tanah.

2. Untuk memahami dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa jual beli
hak milik atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik berdasarkan putusan
Mahkamah Agung Nomor 1979K/ Pdt/2019

1. 4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini merupakan upaya mengembangkan ilmu hukum
khususnya bagi hukum agraria. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang berharga bagi
perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum agraria dalam
penyelesaian masalah agraria.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada
instansi profesi yakni Badan Pertanahan Nasional, Hakim, serta
masyarakat mengenai perlindungan terhadap hak milik atau pemilik

tanah yang sah.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan agar pembaca dapat memahami alur

berpikir penulis, dan untuk mempermudah memahami isi skripsi ini.

Sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab terbagi

menjadi beberapa bab. Kelima bab tersebut adalah:

BAB 1

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk memberikan pengenalan singkat
terlebih dahulu kepada pembaca mengenai materi yang
akan dikaji dalam karya ilmiah ini, yakni akibat terhadap
Jual Beli tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Bab ini
berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian,
yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Dalam - Bagian - Landasan ~ Teoritis, penulis akan
menguraikan secara garis besar mengenai Tanah, Hak Atas
Tanah, Hak Milik, Pendaftaran Tanah, Jual Beli, dan
Sertifikat Hak Atas Tanah. Dalam Landasan Konseptual
berisi pengertian mengenai Tanah, Hak Milik, Jual Beli,
Sertifikat, Peralihan Tanah, dan Pendaftaran Tanah.

METODE PENELITIAN
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BAB IV

BAB V

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang
digunakan, yakni jenis penelitian, jenis data, teknik analisis
data, serta landasan pendekatan penelitian.

ANALISIS PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dua point penting
sesuai dengan rumusan permasalahan yaitu menganalisis
mengenai akibat hukum jual beli tanah tanpa sepengetahuan
pemilik tanah serta upaya penyelesaian sengketa jual beli
hak milik atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah.
KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan
berdasarkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab
sebelumnya serta memberikan tanggapan pribadi penulis

mengenai isu yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.
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